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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program dana pensiun merupakan salah satu instrumen perlindungan 

finansial jangka panjang yang berperan penting dalam sistem jaminan sosial di 

Indonesia. Melalui program ini, karyawan dapat secara terencana mempersiapkan 

kebutuhan finansial di masa pensiun. Pemerintah Indonesia telah mengatur 

penyelenggaraan dana pensiun melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun, yang menjadi landasan hukum bagi dua jenis dana pensiun, 

yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK). 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah jenis dana pensiun yang 

didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan 

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi individu, baik karyawan maupun pekerja 

mandiri. Salah satu penyelenggara DPLK di Indonesia adalah PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. melalui DPLK BNI yang hadir sejak tahun 1994. DPLK 

BNI memberikan layanan kepada peserta dari berbagai perusahaan yang 

mendaftarkan karyawan mereka dalam program pensiun, dengan tujuan 

memberikan manfaat pensiun yang optimal bagi para peserta di masa depan. 

Sejalan dengan perkembangan regulasi di sektor keuangan, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menerbitkan ketentuan melalui Peraturan Dana Pensiun DPLK 

BNI yang telah disetujui melalui Keputusan Nomor KEP-31/NB.1/2022 pada 

tanggal 13 Mei 2022. Dalam Pasal 22 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap 

peserta kelompok wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dokumen 

legal yang mengikat antara DPLK BNI dengan perusahaan peserta. PKS berfungsi 

sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, 

termasuk ketentuan mengenai iuran, pengelolaan dana, pelaporan, dan penyelesaian 

sengketa. Apabila perusahaan peserta tidak memenuhi kewajiban pemenuhan PKS 

sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat konsekuensi yang berdampak langsung 

terhadap status kepesertaan karyawan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di 
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DPLK BNI, perusahaan peserta yang tidak merespons atau tidak memenuhi PKS 

akan mengakibatkan peserta kolektif diubah statusnya menjadi peserta individu. 

Perubahan status ini membawa konsekuensi finansial yang signifikan, di mana tarif 

biaya pengelolaan dana peserta individu sebesar 0,95% dari total saldo lebih tinggi 

dibandingkan tarif peserta kolektif standar yang hanya sebesar 0,75% dari total 

saldo, sehingga kewajiban pemenuhan PKS menjadi hal yang mendesak untuk 

segera diselesaikan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama kegiatan magang di 

Departemen Promotion Sales Pension Fund (PSP) DPLK BNI, terdapat 60 

perusahaan peserta dari berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 

mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat, yang 

belum memiliki PKS sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Kondisi ini 

mendorong DPLK BNI untuk melakukan upaya pemenuhan PKS kepada 

perusahaan-perusahaan tersebut melalui pengiriman surat permohonan resmi.  

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan PKS tersebut, penulis terlibat 

langsung dalam kegiatan administrasi distribusi surat di Departemen PSP DPLK 

BNI. Kegiatan yang dilakukan meliputi penelusuran alamat dan kontak perusahaan 

peserta yang belum ber-PKS, penyusunan dan pemindaian surat per wilayah, 

verifikasi kelengkapan surat, serta pengelolaan dokumen sebelum didistribusikan 

kepada perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

bagian dari prosedur administrasi yang terstruktur dan berperan penting dalam 

memastikan surat PKS dapat tersampaikan dengan tepat kepada seluruh perusahaan 

peserta. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai kendala, prosedur, dan upaya yang dilakukan DPLK BNI dalam 

menyelesaikan pemenuhan PKS bagi perusahaan peserta. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat judul "Prosedur Administrasi Distribusi Surat Perjanjian Kerja 

Sama Perusahaan Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana prosedur administrasi distribusi surat Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) kepada perusahaan peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur administrasi 

distribusi surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Departemen Promotion 

Sales Pension Fund DPLK BNI? 

3. Bagaimana solusi yang diberikan DPLK BNI dalam mengatasi kendala pada 

prosedur administrasi distribusi surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menggambarkan prosedur administrasi distribusi surat Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) kepada perusahaan peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

BNI. 

2. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur 

administrasi distribusi surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Departemen 

Promotion Sales Pension Fund DPLK BNI. 

3. Menjelaskan solusi yang diberikan DPLK BNI dalam mengatasi kendala 

pada prosedur administrasi distribusi surat Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai prosedur administrasi 

distribusi surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada perusahaan peserta 

DPLK BNI, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan 

dalam pelaksanaannya. Melalui penulisan ini, penulis juga dapat 

mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mendokumentasikan proses kerja di lingkungan perusahaan secara 

sistematis dan ilmiah. Selain itu, pengalaman yang diperoleh selama 
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kegiatan magang dan proses penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat 

menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam memasuki dunia kerja, 

khususnya di bidang administrasi bisnis dan lembaga keuangan. Penulisan 

ini juga melatih penulis untuk berpikir kritis dan analitis dalam menyikapi 

permasalahan yang ditemui di lingkungan kerja nyata, sehingga penulis 

dapat menjadi tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten di bidangnya. 

2. Bagi Perusahan 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

DPLK BNI, khususnya Departemen Promotion Sales Pension Fund, sebagai 

bahan evaluasi dan referensi dalam menyempurnakan prosedur administrasi 

distribusi surat PKS agar lebih efektif dan efisien. Dokumentasi prosedur 

yang tersusun secara sistematis dalam tugas akhir ini dapat dijadikan acuan 

dalam penyusunan atau pembaruan standar operasional prosedur yang 

berkaitan dengan kegiatan administrasi distribusi surat di departemen 

tersebut. Selain itu, identifikasi kendala dan saran yang disampaikan dalam 

tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi 

pihak perusahaan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang 

diperlukan, sehingga kendala serupa tidak terulang kembali di masa 

mendatang dan proses pemenuhan PKS dapat berjalan lebih lancar dan 

menyeluruh. 

3. Bagi Institusi 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

bagi Politeknik Negeri Jakarta, khususnya Program Studi D3 Administrasi 

Bisnis, sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang 

ingin memahami lebih dalam mengenai prosedur administrasi di lembaga 

keuangan, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi surat resmi. Tugas 

akhir ini juga diharapkan dapat memperkaya koleksi karya ilmiah Program 

Studi D3 Administrasi Bisnis yang berkaitan dengan dunia kerja nyata, 

sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa angkatan berikutnya dalam 

menyusun tugas akhir dengan topik yang serupa. Selain itu, penulisan ini 

diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara Politeknik 

Negeri Jakarta dengan DPLK BNI sebagai mitra industri, sehingga 
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kesempatan magang dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

dapat terus berlanjut dan berkembang. 

1.5 Metode Pengambilan Data 

Pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini dilakukan melalui tiga 

metode, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung selama kegiatan magang di 

Departemen PSP DPLK BNI. Penulis mengamati dan terlibat langsung 

dalam proses penelusuran data perusahaan peserta, penyusunan surat per 

wilayah, verifikasi kelengkapan dokumen, hingga tahap pengelolaan surat 

sebelum didistribusikan kepada perusahaan peserta yang bersangkutan. 

Lembar observasi terlampir pada lampiran 6 halaman 42-44. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung (offline) kepada narasumber yang 

terlibat dalam proses pemenuhan PKS di Departemen Promotion Sales 

Pension Fund (PSP) DPLK BNI. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 

Mei, 13 Mei, dan 22 Juni 2026 dengan narasumber yang terdiri dari staf 

departemen PSP DPLK BNI. Pedoman wawancara terlampir pada lampiran 

tugas akhir ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen yang 

berkaitan dengan topik penelitian, meliputi data daftar 60 perusahaan 

peserta yang belum memiliki PKS Daftar peserta yang belum ber PKS 

terlampir pada lampiran 5 halaman 41. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur administrasi distribusi surat 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) perusahaan peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) BNI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur telah dilakukan 

secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga 

menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi selama proses distribusi surat 

PKS beserta upaya penyelesaiannya oleh DPLK BNI. Kesimpulan ini disusun 

berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Prosedur Administrasi Distribusi Surat PKS Peserta DPLK BNI 

Prosedur administrasi distribusi surat PKS di Departemen Promotion Sales 

Pension Fund DPLK BNI dilaksanakan melalui enam tahap secara berurutan, yaitu 

penelusuran alamat dan kontak perusahaan peserta, penyusunan surat per wilayah, 

pemindaian surat sebagai arsip digital, verifikasi kelengkapan surat, pelipatan surat 

ke dalam amplop, dan penyerahan surat kepada pihak yang bertanggung jawab 

untuk mendistribusikannya kepada 60 perusahaan peserta yang tersebar di wilayah 

Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, 

dan Bali. 

5.1.2 Kendala dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Distribusi Surat 

PKS 

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan prosedur administrasi distribusi 

surat PKS berasal dari dua sudut pandang. Dari sisi perusahaan peserta, kendala 

utama adalah ketidaktahuan mengenai keikutsertaan karyawan dalam program 

DPLK BNI, tidak ter-updatenya ketentuan lama ke ketentuan baru yang 

mewajibkan PKS, serta ketidaktahuan tentang DPLK BNI secara keseluruhan. Dari 

sisi pelaksanaan administrasi, kendala yang ditemui antara lain kesulitan 

penelusuran alamat perusahaan melalui sumber publik, adanya perusahaan peserta 

yang telah tutup permanen, kemungkinan data alamat di sistem yang sudah tidak 
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mutakhir, serta ditemukannya surat fisik yang tidak lengkap atau tidak sesuai daftar 

pada tahap verifikasi. 

5.1.3 Solusi untuk Mengatasi Kendala Prosedur Administrasi Distribusi 

Surat PKS 

Solusi yang diterapkan DPLK BNI dalam mengatasi kendala tersebut 

meliputi komunikasi aktif melalui Relationship Manager kepada perusahaan 

peserta, pengiriman surat PKS resmi sebagai bentuk komunikasi tertulis yang 

mengikat, penggunaan data alamat yang tersimpan di sistem pada saat pendaftaran 

awal apabila alamat tidak ditemukan di sumber publik, analisa lebih lanjut melalui 

media massa atau elektronik untuk perusahaan yang diduga tutup permanen, 

mekanisme pembaruan data alamat untuk perusahaan yang pindah lokasi, serta 

pengembalian surat kepada staf terkait apabila ditemukan ketidaklengkapan pada 

tahap verifikasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan prosedur 

administrasi distribusi surat PKS, dapat disampaikan beberapa saran yang bersifat 

konstruktif agar kendala serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Saran-

saran ini disusun berdasarkan permasalahan yang paling sering muncul dalam 

proses distribusi surat PKS kepada perusahaan peserta, sehingga diharapkan dapat 

memberikan solusi yang relevan dan aplikatif bagi DPLK BNI. Penerapan saran ini 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur administrasi 

distribusi surat PKS ke depannya, khususnya dalam hal ketepatan data dan 

kelancaran komunikasi dengan perusahaan peserta. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut.  

a. Pertama, terkait kendala adanya perusahaan peserta yang tutup permanen 

tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada DPLK BNI, sebaiknya DPLK BNI 

menetapkan kewajiban bagi perusahaan peserta untuk melaporkan setiap 

perubahan status operasional perusahaan, termasuk apabila perusahaan 

berencana untuk menghentikan kegiatan operasionalnya secara permanen. 

Kewajiban pelaporan ini dapat dicantumkan secara eksplisit dalam klausul 

PKS yang disepakati, sehingga memiliki dasar hukum yang mengikat dan 
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dapat dijadikan acuan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban 

tersebut. 

b. Kedua, terkait kendala perusahaan peserta yang berpindah alamat tanpa 

mengonfirmasi perubahan tersebut kepada DPLK BNI, sebaiknya DPLK 

BNI menetapkan mekanisme pembaruan data wajib secara berkala, misalnya 

setiap satu tahun sekali, di mana setiap perusahaan peserta diwajibkan untuk 

mengonfirmasi atau memperbarui data yang tersimpan di sistem DPLK BNI. 

Mekanisme ini dapat dijalankan melalui pengiriman formulir konfirmasi 

data tahunan kepada seluruh perusahaan peserta oleh Relationship Manager, 

sehingga data yang tersimpan di sistem selalu mutakhir dan dapat diandalkan 

dalam setiap proses administrasi distribusi surat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 Daftar pertanyaan wawancara narasumber 1 

 

 

a. Identitas Informan 

Nama narasumber 1 : Rifki 

Jabatan   : Staff Sales Management 

b. Pertanyaan terkait proses pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

1) Bagaimana tahapan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mulai 

dari awal hingga PKS selesai dibuat dan siap digunakan? 

2) Dokumen atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan dalam proses pembuatan PKS? 

3) Bagaimana prosedur pencarian alamat perusahaan peserta DPLK 

BNI sebelum surat PKS dikirimkan? 

c. Pertanyaan terkait penyusunan dan dokumentasi surat PKS 

4) Mengapa surat PKS perlu disusun berdasarkan wilayah sebelum 

dilakukan proses pemindaian (scan)? 

d. Pertanyaan terkait penggunaan alamat perusahaan dalam pengiriman surat 

PKS 

5) Apabila dalam pencarian alamat perusahaan tidak ditemukan 

alamatnya dari google maupun website resmi bagaimana 

solusinya?Apakah ada metode pencarian lain untuk mengatasi hal 

tersebut? 

6) Apakah alamat yang ada di sistem merupakan alamat kantor pusat 

atau alamat kantor cabang? 
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7) Jika perusahaan telah berpindah alamat, apakah tetap memakai 

alamat lama yang ada di sistem atau tidak? Apakah pihak 

perusahaan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke DPLK BNI? 

8) Apabila perusahaan telah tutup permanen apakah surat PKS tetap 

diberikan? 

 

 

 

  



39 

 

 
 

Lampiran  2 Daftar pertanyaan wawancara narasumber 2 

 

a. Identitas Informan 

Nama narasumber 2 : Dhani Espana Hamzah 

Jabatan   : Leader Sales Management 

b. Pertanyaan terkait dampak kesalahan pengiriman surat PKS 

1) Apa dampak yang dapat terjadi apabila terjadi kesalahan dalam 

penempelan alamat pada amplop surat PKS? 

c. Pertanyaan terkait tindak lanjut pengiriman surat PKS 

2) Setelah surat PKS dikirimkan kepada perusahaan, berapa banyak 

perusahaan yang telah memberikan respons atau memenuhi PKS 

hingga saat ini? 

3) Apa tindak lanjut yang dilakukan DPLK BNI apabila perusahaan 

tidak memberikan respons sama sekali setelah surat PKS 

dikirimkan? 
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Lampiran  3 Hasil wawancara Narasumber 1 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Silvia Putri Ramadhani 

Narasumber 1  : Rifki 

Jabatan  : Staff Sales Management 

Hari/Tanggal  : 6 Mei, 13 Mei, 22 Juni 2026 

Tempat  : Ruang kerja DPLK BNI departemen penjualan 

Metode  : Wawancara tatap muka 

a. Bagaimana tahapan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mulai dari 

awal hingga PKS selesai dibuat dan siap digunakan? 

Jawaban: Proses diawali dengan melakukan tindak lanjut kepada 

Relationship Manager (RM). Selanjutnya perusahaan diminta menyerahkan 

dokumen legalitas perusahaan. Setelah itu perusahaan mengisi formulir atau 

kuesioner yang berisi persyaratan, paket program yang dipilih, jumlah 

karyawan yang akan menjadi peserta, serta besaran dana yang akan dikelola. 

Apabila seluruh persyaratan telah disepakati, dilakukan proses review 

terhadap isi PKS oleh kedua belah pihak untuk menyesuaikan pasal-pasal 

yang diperlukan. Setelah tidak terdapat revisi, PKS dicetak untuk 

digunakan. 

b. Dokumen atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

dalam proses pembuatan PKS? 

Jawaban: Perusahaan diminta menyerahkan dokumen legalitas perusahaan 

serta mengisi formulir atau kuesioner yang memuat persyaratan 

administrasi, pilihan paket program, jumlah peserta, dan besaran dana yang 

akan dikelola. 

c. Bagaimana prosedur pencarian alamat perusahaan peserta DPLK BNI 

sebelum surat PKS dikirimkan? 



41 

 

 
 

Jawaban: Alamat perusahaan dicari melalui mesin pencarian seperti Google 

maupun website resmi perusahaan untuk memastikan alamat yang 

digunakan merupakan alamat terbaru dan masih aktif. 

d. Mengapa surat PKS perlu disusun berdasarkan wilayah sebelum dilakukan 

proses pemindaian (scan)? 

Jawaban: Penyusunan surat berdasarkan wilayah dilakukan agar proses 

dokumentasi menjadi lebih mudah dan terorganisir. 

e. Apabila dalam pencarian alamat perusahaan tidak ditemukan alamatnya dari 

google maupun website resmi bagaimana solusinya?Apakah ada metode 

pencarian lain untuk mengatasi hal tersebut? 

Jawaban: Apabila alamat perusahaan tidak ditemukan melalui Google 

maupun website resmi, maka digunakan alamat yang telah tercantum pada 

sistem saat proses penginputan data pendaftaran awal. 

f. Jika perusahaan telah berpindah alamat, apakah tetap memakai alamat lama 

yang ada di sistem atau tidak? Apakah pihak perusahaan mengkonfirmasi 

terlebih dahulu ke DPLK BNI? 

Jawaban: Kalau perusahaan pindah alamat akan mengkonfirmasi ke DPLK 

BNI untuk dilakukan maintenance atau perubahan alamat sehingga data 

yang digunakan dalam proses pengiriman surat merupakan data terbaru. 

g. Apabila perusahaan telah tutup permanen apakah surat PKS tetap diberikan? 

Jawaban: Apabila perusahaan telah tutup permanen, dilakukan analisis lebih 

lanjut dengan mencari bukti pendukung melalui media massa atau media 

elektronik. Jika terbukti perusahaan sudah tidak beroperasi dan tidak 

memiliki alamat yang valid, maka surat PKS tidak dikirimkan. 
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Lampiran  4 Hasil wawancara narasumber 2 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Silvia Putri Ramadhani 

Narasumber 2  : Dhani Espana Hamzah 

Jabatan  : Leader Sales Management 

Hari/Tanggal  : 22 Juni 2026 

Tempat  : Ruang kerja DPLK BNI departemen penjualan 

Metode  : Wawancara tatap muka 

a. Apa dampak yang dapat terjadi apabila terjadi kesalahan dalam penempelan 

alamat pada amplop surat PKS? 

Jawaban: Surat tidak sampai dan perusahaan gagal merespon surat dari 

DPLK sehingga pesertanya dirubah ke individu (karena dianggap 

perusahaan tidak merespon). hal ini bisa menyebabkan komplain baik dari 

peserta maupun perusahaan (karena individu biayanya lebih besar dari 

kolektif). 

b. Setelah surat PKS dikirimkan kepada perusahaan, berapa banyak 

perusahaan yang telah memberikan respons atau memenuhi PKS hingga 

saat ini? 

Jawaban: Perusahaan yang telah membalas surat PKS yang dikirimkan oleh 

DPLK BNI hingga saat ini berjumlah kurang lebih sepuluh perusahaan. 

c. Apa tindak lanjut yang dilakukan DPLK BNI apabila perusahaan tidak 

memberikan respons sama sekali setelah surat PKS dikirimkan? 

Jawaban: Maka perusahaan dianggap menyetujui peserta2nya diubah 

menjadi individu yang antara lain biaya tahunannya lebih besar (kolektif 

standar 0,75% sedangkan individu 0,95% dari total saldo). 

 

  



43 

 

 
 

Lampiran  5 Daftar peserta non PKS 

 

 

 

 

 

  



44 

 

 
 

Lampiran  6 Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Pelaksana Observasi  : Silvia Putri Ramadhani 

Hari/Tanggal   : 24 April 2026 

Tempat  : Gedung Wisma 46 DPLK BNI 

Objek Observasi  : Prosedur administrasi distribusi surat Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) perusahaan peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

BNI pada Departemen Promotion Sales Pension Fund 

Tujuan Observasi  : Mengamati pelaksanaan prosedur administrasi distribusi 

surat PKS mulai dari penelusuran alamat perusahaan peserta, 

penyusunan surat per wilayah, pemindaian surat, verifikasi 

kelengkapan, pelipatan dan pengemasan, hingga penyerahan 

surat kepada pihak distribusi 

Jenis Observasi  : Observasi partisipan 

No Aspek yang 

diamati 
Indikator Hasil Observasi 

1 Penerimaan data 

peserta DPLK 

BNI 

Data daftar 

perusahaan peserta 

diterima 

Tim PSP menerima daftar 

perusahaan peserta yang 

belum memiliki PKS dari staf 

sebagai acuan penelusuran 

alamat 

2 Penelusuran 

alamat dan 

kontak 

perusahaan 

Alamat ditemukan 

melalui mesin 

pencari atau website 

resmi 

Penelusuran dilakukan 

melalui mesin pencari dan 

website resmi perusahaan, 

apabila tidak ditemukan 

digunakan data alamat yang 

tersimpan di sistem 

pendaftaran awal DPLK BNI 
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3 Pencetakan surat 

PKS 

Surat PKS dicetak 

setelah data alamat 

lengkap 

Staf mencetak surat PKS 

setelah menerima data alamat 

yang valid dari Tim PSP dan 

seluruh ketentuan PKS telah 

disepakati 

4 Penyusunan 

surat per wilayah 

Surat dikelompokkan 

berdasarkan wilayah 

Surat-surat fisik PKS disusun 

dan dikelompokkan 

berdasarkan lokasi 

perusahaan peserta, meliputi 

wilayah Sumatera, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sulawesi, Nusa 

Tenggara Barat, dan Bali 

5 Pemindaian 

surat 

Surat dipindai 

menggunakan alat 

pemindai 

Surat yang telah tersusun per 

wilayah dipindai untuk 

dijadikan arsip digital 

departemen sebagai 

dokumentasi resmi bahwa 

surat telah diproses 

6 Verifikasi 

kelengkapan 

surat 

Kelengkapan nama 

dan alamat 

perusahaan diperiksa 

Setiap surat diperiksa satu per 

satu untuk memastikan nama 

dan alamat perusahaan 

tercantum lengkap dan sesuai 

daftar yang ada 

7 Pengecekan dan 

perbaikan surat 

Surat yang tidak 

lengkap 

dikembalikan untuk 

diperbaiki 

Surat yang tidak memiliki 

alamat lengkap atau nama 

perusahaan yang tidak sesuai 

daftar dikonfirmasi ulang 

kepada staf terkait atau 

dikembalikan untuk diperiksa 

kembali 
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8 Pelipatan dan 

pengemasan 

surat 

Surat dilipat dan 

dimasukkan ke 

amplop 

Surat yang telah dinyatakan 

lengkap dilipat dan 

dimasukkan ke dalam amplop 

sesuai dengan alamat 

perusahaan tujuan masing-

masing 

9 Penyerahan 

surat ke pihak 

distribusi 

Amplop diserahkan 

kepada pihak 

distribusi 

Seluruh amplop yang telah 

selesai diproses diserahkan 

kepada pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mendistribusikan surat kepada 

60 perusahaan peserta 

10 Hasil akhir Status distribusi surat Surat PKS siap dikirimkan 

kepada perusahaan peserta 

yang tersebar di tujuh wilayah 

di Indonesia 
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Lampiran  7 Hasil Uji Turnitin 

 

https://drive.google.com/file/d/1xAghNOXPhut-

MRAlH9nZy54r8_F7Upjf/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1xAghNOXPhut-MRAlH9nZy54r8_F7Upjf/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xAghNOXPhut-MRAlH9nZy54r8_F7Upjf/view?usp=drivesdk
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